
 

 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BULELENG  

NOMOR 13 TAHUN 2022    

TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULELENG, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2017 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. 

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buleleng. 

6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng. 

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan 

untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses 

kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing diberikan sebesar 

Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya. 

(3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD masing-masing diberikan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh 

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap melaksanakan reses. 

 

Pasal 3 

Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan Tunjangan Komunikasi Intensif 

dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris 

DPRD. 
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BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini 

dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng. 

 

Ditetapkan di Singaraja  

pada tanggal 25 Maret 2022 

BUPATI BULELENG, 

 

 

PUTU AGUS SURADNYANA 

 

Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal 25 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

 

 

 GEDE SUYASA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  2022  NOMOR 13
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